Menimbang :

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan
memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien
serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan
akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang
digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan
berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang
memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian
nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan
transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan;

c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang
khusus mengatur profesi akuntan publik yang
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dan profesi akuntan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Akuntan Publik;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh
izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang
telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang
bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-
kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.

Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi
Akuntan Publik yang bersifat nasional.

Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi
Akuntan yang bersifat nasional.

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP,
adalah badan wusaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang
ini.

Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat
OAl, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan
jaringan kerja sama antar-KAP.

Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat
KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan
hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan
melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang
jasa audit atas informasi keuangan historis.
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10.

11.

12.

Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA,
adalah organisasi di luar negeri yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara
yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan
usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha
sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi
keuangan historis.

Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP vyang tidak
menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP
yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang
terlibat langsung dalam pemberian jasa.

Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha
persekutuan.

Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya
disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi
ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik
dalam pemberian jasanya.

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang keuangan.

Pasal 2

Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(1)

(2)

BAB 11
BIDANG JASA

Bagian Kesatu
Jenis Jasa

Pasal 3

Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
a. jasa audit atas informasi keuangan historis;

b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan

C. jasa asurans lainnya.

Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan oleh Akuntan Publik.
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Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang
berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Pemberian Jasa

Pasal 4

Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP
atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun
buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka
waktu tertentu.

Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit
atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB Il
PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diperpanjang.

Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir
dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang
bersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dan
tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
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(1)

Bagian Kedua
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

Pasal 6

Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan
publik yang sah;

b. berpengalaman praktik memberikan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin Akuntan Publik;

f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh Menteri; dan

h. tidak berada dalam pengampuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7

Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan
izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada
perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah
Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik
Asing tersebut.

Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan
Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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